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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan permasalahan negara yang memerlukan langkah-langkah 

penanganan dengan pendekatan yang sistematis. Berdasarkan data yang diolah oleh IMF 

(International Monetary Fund), Indonesia berada pada ranking ke-92 negara termiskin di 

dunia dari total 193 negara yang ada berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

sampai Juli 2011. Ranking ditentukan dengan menghitung pendapatan rata-rata perkapita 

setiap negara, Indonesia memiliki pendapatan perkapita sekitar $7.782 (RP 101 juta). 

Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang.  

Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar 

yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran 

(BPS, 2013). Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak 

sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan 

atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Soegijoko, 1997: 137). Kemiskinan menjadi salah 

satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai 

suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan sering 

diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001). 

Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi kemiskinan yang terjadi. Ada 

Program Klaster yang dilakukan pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Program Klaster 

terbagi dalam 4 Klaster. Klaster 1 bersifat bantuan yang antara lain berupa Bantuan 

Operasional Sekolah. Dalam program Klaster 1 ada yang berhubungan dengan program 

Klaster 4 yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di     
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puskesmas dan rumah sakit kelas III milik pemerintah, biasanya disebut Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK). Klaster 2 berisi program pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat secara ekonomi baik yang berada di 

kota maupun di desa. Klaster ini diibaratkan sebagai kail karena bersifat memberikan 

peluang kepada masyarakat miskin berdasarkan potensi dan kemampuan yang mereka 

miliki. Dalam klaster 2, pemerintah melaksanakan Program nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan-perdesaan. Program ini dilaksanakan oleh 13 

kementerian dan 1 lembaga. Klaster 3 berisi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam 

program KUR, pemerintah menempatkan dana pada PT. Asuransi Kredit Indonesia. KUR 

memberikan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program Klaster 4 

merupakan pelengkap dan penguat berbagai program pengurangan kemiskinan yang 

merupakan program prioritas pemerintah.  

Dengan program klaster diharapkan mampu memberikan pengaruh yang signifikan 

agar kemiskinan semakin berkurang. Disamping program yang hanya memberikan bantuan 

secara cuma-cuma, juga dirumuskan program dengan jalan pemberdayaan masyarakat. 

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dijelaskan lebih 

lanjut dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan pasal 6 yang berbunyi : 

1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 

Masyarakat mempunyai karakteristik : 

a. pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakaat 

b. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; 

c. pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok. 

2) Perencanaan program dilakukan secara partisipatif, terbuka, dengan prinsip dari, 

oleh, untuk masyarakat serta hasilnya menjadi bagian dari perencanaan 

pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga 

nasional. 



3 
 

 

3) Pengelola kelompok program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintah daerah; 

b. organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga internasional 

yang memiliki misi untuk pemberdayaan masyarakat. 

Program pemberdayaan masyarakat dikenal dengan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)  merupakan salah satu dari berbagai cara yang ditempuh 

untuk mengentas kemiskinan. Pemerintah meluncurkan PNPM MPd(Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) mulai tahun 2007. Melalui PNPM 

dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur 

masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. 

Masyarakat dapat ditumbuhkembangkan dengan proses pembangunan yang partisipasif 

sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek penanggulangan 

kemiskinan. PNPM merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia 

yang menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, 

pelatihan, serta dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dana yang dikeluarkan BLM 

untuk setiap kecamatan mulai dari Rp 750 juta sampai Rp 3 Miliar tergantung jumlah 

penduduk miskin yang ada di masing-masing kecamatan.  

Setelah berjalan selama 7 tahun, program PNPM MPd ini dihentikan sebagai 

konsekuensi logis dari pengaturan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, maka berbagai pengaturan  

tentang pembangunan desa yang sudah ada harus disesuaikan dengan UU No.6 Tahun 2014 

tentang Undang Undang Desa. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Indonesia Tahun 

2015 – 2019, pengaturan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai 

salah satu program nasional penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan 

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif harus diintegrasikan dengan 
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pengaturan UU Desa. Demikian pula hasil-hasil pelaksanaan PNPM maupun program-

program sejenis yang sudah berakhir harus ditata. 

Salah satu langkah strategis pengintegrasian PNPM ke dalam UU Desa yang sudah 

ditetapkan adalah mengkonsolidasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM 

menjadi dana desa yang disalurkan secara langsung ke desa melalui mekanisme Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini tercantum dalam Surat No. 

134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan 

daerah tertinggal dan Transmigrasi tentang Panduan Pengakhiran serta Penataan Dan 

Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

MPd (PNPM Mpd). PNPM dan APBDes ini mempunyai tujuan, fungsi, dan manfaat yang 

sama yaitu dana yang diberikan akan digunakan untuk pembangunan fasilitas serta sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan untuk tiap-tiap desa. Perbedaan dari keduanya terletak pada 

lembaga pengelolanya. Berbeda halnya dengan PNPM yang dananya dikelola oleh Badan 

Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan, dana APBDes ini benar-benar diberikan dan 

dikelola oleh lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atupun lembaga 

desa lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. 

Singkatnya pada tahun 2015, PNPM dihapuskan, dengan catatan  BKAD yang 

dibantu dengan lembaga pendukung teknis tetap menjalankan program dari dana bergulir 

seperti Simpan Pinjam oleh kelompok Perempuan (SPP). Program yang dihapuskan antara 

lain adalah kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar, kegiatan 

peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, kegiatan peningkatan 

kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi.  

Pada 2010, PNPM Mandiri Perdesaan sudah menyentuh 4.805 kecamatan di 32 

Provinsi. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur menjadi salah satu kabupaten 

diantara ratusan kabupaten di Indonesia yang mendapatkan dana pemberdayaan masyarakat 
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melalui PNPM. Ini mengartikan bahwa di OKU Timur masih banyak masyarakatnya yang 

tergolong miskin. Sesuai dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 

25/Kep/Menko/Kesra/Vii/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang menjelaskan tentang pemilihan aspek wilayah 

yang diberikan dana PNPM Mandiri yang menyatakan bahwa Lokasi PNPM Mandiri 

diutamakan pada kecamatan yang memiliki kriteria berikut; a) memiliki jumlah penduduk 

miskin cukup besar, b) tingkat pelayanan dasar rendah, c) tingkat kapasitas fiskal rendah, 

dan d) memiliki desa/kelurahan tertinggal. Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di 

OKU Timur dapat dilihat melalui tabel dibawah ini : 

Tabel 1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera dirinci menurut Kecamatan di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Sumber : BKBKS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2014 

NO Kecamatan Prasejahtera 

Sejahtera 

I II III III+ 

1 Martapura 882 1.800 6.072 3.253 956 

2 Bunga Mayang 343 750 2 408 805 72 

3 Jayapura 301 560 2.197 875 54 

4 Buay Pemuka Peliung 656 1.552 3.953 3.106 411 

5 Buay Madang 784 2.959 5.578 2.019 52 

6 Buay Madang Timur 1.033 3.226 8.057 3.644 234 

7 Buay Pemuka Bangsa Raja 303 1.357 1.704 493 - 

8 Madang Suku I 992 1.906 3.989 2.350 633 

9 Madang Suku II 351 1.558 2.375 4.582 141 

10 Madang Suku III 569 1.093 3.842 2.247 25 

11 Belitang Madang Raya 579 1.751 4.139 4.788 5 

12 Belitang  1.123 1.565 2.488 8.904 25 

13 Belitang Jaya 409 1.079 1.834 2.470 - 

14 Belitang III 596 1.235 4.593 2.978 166 

15 Belitang II 691 1.657 5.167 4.039 21 

16 Belitang Mulya 400 848 1.800 2.586 1 

17 Semendawai Suku III 740 964 4.813 4.176 17 

18 Semendawai Timur 549 3.040 5.155 1.155 49 

19 Semendawai Barat 576 4.402 2.496 441 - 

20 Cempaka 685 1.748 2.459 696 - 

Jumlah 12.562 35.050 75.119 55.607 2.862 
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 Total penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2015 sebanyak 

649.394 jiwa. Kecamatan Buay Madang Timur memiliki persentase jumlah penduduk 

terbanyak yaitu 8.76 persen, diikuti Kecamatan Belitang dengan penduduk sebanyak 53.328 

jiwa, disusul Kecamatan Martapura dengan penduduk sebanyak 52.252 jiwa. Adapun 

kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja 

yang memiliki penduduk sebanyak 3.857 juwa. Untuk data tentang kemiskinan, Kecamatan 

Belitang memiliki keluarga prasejahtera terbesar yaitu 1.123 keluarga. Sedangkan keluarga 

yang paling sejahtera, ditunjukkan dengan golongan III+ paling banyak terdapat di 

kecamatan Madang Suku III yaitu sebesar 2.247 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat kondisi masyarakat dengan melihat tingkat 

kesejahteraannya di masing-masing kecamatan. Kategori Pra Sejahtera sering 

dikelompokkan sebagai kategori sangat miskin, Sejahtera I dikelompokkan sebagai kategori 

miskin, Sejahtera II dikelompokkan sebagai kategori menengah kebawah, Sejahtera III 

dikelompokkan sebagai kategori menengah keatas, dan Sejahtera III+ dikelompokkan 

sebagai kategori kaya.  

 Dari 20 kecamatan yang ada di OKU Timur, Kecamatan Belitang menjadi salah satu 

kecamatan yang paling banyak memiliki keluarga prasejahtera. Jumlah penduduk di Belitang 

tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel dibawah ini : 

No. Desa Laki-Laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

1. Sido Rahayu 1.382 1.384 2.766 

2. Sukarame 951 944 1.895 

3. Tawang Rejo 882 844 1.726 

4. Triyoso 847 783 1.630 

5. Serbaguna 260 238 498 

6. Sumber Suko 945 860 1.805 

7. Sukajadi 251 266 517 

8. Sukosari 652 577 1.229 

9. Pujorahayu 1.166 1.078 2.244 

10. Sidomulyo 2.694 2.521 5.215 
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  

 Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Ogan Komering Ulu Timur 

Penduduk laki-laki di Belitang berjumlah 27.021 jiwa, dan penduduk perempuan 

berjumlah 26.307 jiwa. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penduduk perempuan Belitang yang berjumlah 26.307 jiwa dari 1.123 keluarga RTM dapat 

mengajukan pinjaman SPP dengan syarat dan ketentuan yang telah terpenuhi sebagaimana 

yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur UPK bagian B Standar Pengelolaan 

Perguliran poin II Persyaratan Kelompok Pinjaman Perguliran. 

Belitang merupakan kecamatan dengan sebagian besar kawasan pertanian dan 

sebagian besar penduduk Belitang bermata pencaharian sebagai petani, sehingga pemerintah 

memberlakukan pemberdayaan perempuan melalui SPP. Tak heran, jika penggunaan dana 

SPP masih sangat dibutuhkan, sebab mengandalkan hasil sebagai petani saja tidak bisa 

mencukupi kebutuhan sehari-hari yang ditanggung oleh seorang kepala keluarga. Sebagian 

dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I memanfaatkan program pemerintah yang 

menjunjung tinggi kesetaraan gender, yaitu Program SPP. Perempuan-perempuan yang 

termasuk dalam kelas Rumah Tangga Miskin (RTM) mengajukan pinjaman dana ke UPK 

dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan agar dapat membuka usaha untuk 

mendapatkan penghasilan sendiri yang bisa meringankan beban suaminya. 

11. Tanjung Raya 669 661 1.330 

12. Harjo Winangun 1.284 1.214 2.498 

13. Tegal Rejo 1.588 1.724 3.312 

14. Gumawang 3.326 3.355 6.681 

15. Bedilan 1.711 1.693 3.404 

16. Sidogede 1.360 1.298 2.658 

17. Sido Makmur 1.068 1.043 2.111 

18. Gunung Mas 726 703 1.429 

19. Karang Kemiri 1.031 991 2.022 

20. Sidodadi 1.075 1.032 2.107 

21. Sumber Suko Jaya 1.057 1.017 2.074 

22. Gedung Rejo 1.176 1.146 2.322 

23. Mojosari 480 541 1.021 

24. Ketapang 440 394 834 

Jumlah 27.021 26.307 53.328 
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Secara terperinci, saat ini pemerintah menjalankan suatu program pemberdayaan dari 

dana bergulir yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan keadilan gender dengan 

mengajak kaum perempuan aktif berperan  untuk menanggulangi kemiskinan. Pemihakan 

tersebut berupa program yang disebut dengan kegiatan Simpan Pinjam oleh kelompok 

Perempuan (SPP). Syarat untuk kelompok yang mengikuti program SPP adalah sebagai 

berikut : 

a. Anggota terdiri dari perempuan minimal berumur 17 tahun dan maksimal 55 

tahun yang mempunyai ikatan pemersatu kuat, misalnya Rukun Tetangga/ Rukun 

Warga, Dasa Wisma, PKK, Arisan, Tahlilan, Yasinan dan lain sebagainya yang 

tergabung dalam suatu kelompok; 

b. Mempunyai kepengurusan yang jelas minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara; 

c. Mempunyai kegiatan ekonomi dan atau kemasyarakatan; 

d. Jumlah anggota minimal 5 orang dan maksimal 10 orang; 

e. Tiap-tiap kelompok SPP mengajukan proposal dengan jumlah dana pinjaman 

maksimal hanya Rp 5.000.000 perorang tanpa agunan, dan diperbolehkan lebih 

dari Rp 5.000.000 perorang dengan syarat memberikan agunan sebagai jaminan 

yang berupa sertifikat tanah, sawah, rumah ataupun bentuk kekayaan lainnya.  

Sistem pengembalian diberikan dengan tiga bentuk. Pertama, sistem pengembalian 

dana diangsur setiap bulan selama 10 bulan, dengan rincian dana yang harus dikembalikan 

setiap bulan adalah 10% dana pinjaman, dan 2% lainnya untuk biaya administrasi dan 

simpanan wajib anggota. Kedua, sistem pengembalian triwulan yang diangsur setiap 3  bulan 

sekali. Rinciannya adalah bulan pertama dan bulan kedua hanya membayar bunga sebesar 

2%, sedangkan pada bulan ketiga membayar angsuran pokok sebesar 30% dan membayar 

bunga sebesar 2%. Ketiga, sistem pengembalian musiman yang diangsur setiap 6 bulan 

sekali. Rinciannya adalah bulan pertama sampai bulan kelima hanya membayar bunga 2% 
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setiap bulannya, kemudian pada bulan ke-enam membayar angsuran pokok sebesar 50% dan 

bunga sebesar 2%.  

Adapun desa yang tergabung dalam partisipasi program SPP sampai Desember 2015 

adalah sebagai berikut: 

          Tabel 3. Desa di Kecamatan Belitang yang Berpartisipasi dalam SPP 

NO DESA 
ALOKASI 

PINJAMAN 

Jumlah 

Kelompok 

1 Sidogede 1.353.500.000 46 

2 Harjo Winangun 2.092.500.000 61 

3 Gumawang 877.500.000 47 

4 Triyoso 705.000.000 32 

5 Tawang Rejo 993.500.000 37 

6 Banjarejo 29.500.000 2 

7 Margokoyo 60.000.000 3 

8 Sidomulyo 20.000.000 1 

9 Tegal Rejo 946.000.000 33 

10 Sidomakmur 541.000.000 17 

11 Sumbersuko Jaya 1.242.000.000 46 

12 Sumber Suko 1.771.000.000 53 

13 Sidorahayu 897.000.000 33 

14 Rejosari 35.000.000 2 

15 Bedilan 1.363.000.000 37 

16 Sumber Agung 20.000.000 1 

17 Gedung Rejo 402.000.000 23 

18 Pujorahayu 658.000.000 29 

19 Sidodadi 1.424.000.000 35 

20 Tanjung Raya 808.000.000 31 

21 Sukajadi 90.000.000 4 

22 Karang Kemiri 119.000.000 9 

23 Sukosari 423.000.000 22 

24 Gunung Mas 186.000.000 12 

25 Sukarami 72.000.000 4 

26 Mojosari 316.000.000 12 

TOTAL 17.444.500.000 632 

             Sumber : Laporan UPK Belitang 

Berdasarkan data diatas, ada 26 desa yang ikut berpartisipasi dengan nilai nominal 

pinjaman yang berbeda-beda. Dilihat dari laporan bulanan UPK Desember 2015 terhitung 

ada 171 kelompok atau 726 penerima manfaat per Desember 2015 yang sudah pernah 

tergabung dalam program SPP. Artinya sudah ada 726 RTM yang memanfaatkan dana SPP 
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untuk kepentingan usaha. Sejauh ini, belum pernah ada penolakan proposal dari 632 

proposal yang pernah mengajukan usulan. Sebelum mengajukan proposal pinjaman, 

kelompok-kelompok tersebut sudah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari 

sekretaris desa di masing-masing kelompok. Jika kelompok tersebut memiliki anggota yang 

tidak termasuk dalam keluarga RTM, maka sekretaris desa memiliki hak untuk tidak 

menyetujui proposal tersebut. Ada dua pilihan yang dapat diambil oleh kelompok, pertama 

kelompok tersebut tidak mengajukan proposal sama sekali dan kedua, kelompok tetap 

diperbolehkan mengajukan proposal dengan catatan anggota yang tidak masuk dalam RTM 

harus dicoret atau dalam artian tidak diikut sertakan.  

Data dana akumulasi dari awal pelaksanaan program SPP yaitu sejak tahun pertama 

sampai Desember 2015 dan sudah mengeluarkan dana sebesar  Rp 17.444.500.000                      

(Terbilang tujuh belas milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). 

Terlihat bahwa desa Harjo Winangun menggunakan dana  yang paling besar, yaitu                          

Rp 2.092.500.000(Terbilang dua milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ), 

dan yang menggunakan dana yang paling kecil adalah desa Sumber Agung yaitu                                 

Rp 20.000.000 (terbilang dua puluh juta rupiah). Perbedaan jumlah pinjaman dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satunya karena jarak. Jarak yang harus ditempuh oleh kelompok 

cukup jauh untuk sampai di kecamatan dan mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin 

saja bisa terjadi saat di perjalanan. Berikut nama-nama kelompok yang mengajukan 

pinjaman pada tahun 2015, yaitu: 

           Tabel 4. Nama Kelompok SPP Tahun 2015 

No Tanggal Peminjaman Nama Kelompok  

1. 20 April 2015 Karang Kemiri ( Purnama ) 

Pujorahayu ( Melati dan Kejora) 

2. 21 April 2015 Sumber Suko Jaya(Nusa Indah Jaya) 

Mojosari ( Teratai ) 

Pujorahayu ( Mawar ) 
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3. 12 Mei 2015 Harjowinangun ( Tirta Kencana I, Tirta Kencana II, 

Banjar I, Banjar II, dan Bima Sakti ) 

4. 21 Mei 2015 Tegal Rejo (Dasa Wisma Melati I, Dasa Wisma II) 

Triyoso ( Tunas Harapan, Harapan Jaya) 

Mojosari ( Makmur ) 

5. 19 Juni 2015 Harjowinangun ( Banjar Negara ) 

Sumbersuko ( Dahlia, Dahlia II) 

Gedung Rejo ( Sumber Jaya I, Sumber Jaya II) 

Karang Kemiri ( Purnama II ) 

6. 8 Juli 2015 Pujorahayu (Rahayu) 

Tawang Rejo ( Seroja ) 

Sumbersuko (Lidah Buaya II, Sakura) 

Gedung Rejo ( Mandiri, Kantil ) 

7. 25 Agustus 2015 Triyoso ( Ar-Rahman) 

Sukosari ( Anggrek, Tulip ) 

Gunung Mas ( Kitela ) 

8. 22 September 2015 Sidogede ( Kencana ) 

Sumbersuko Jaya ( Nusa Indah II, Nusa Indah III, 

Mahkota, Raflesia) 

Sidodadi ( Merah Delima ) 

Sukosari ( Cemara ) 

Gunung Mas ( Bangau ) 

Mojosari ( Bintang Kejora ) 

9. 16 Oktober 2015 Harjowinangun ( Anggrek ) 

Triyoso (Tunas Jaya) 

Sumbersuko(Merpati, Mawar II) 

Sidodadi ( Al-ikhlas, Al-Ikhlas II, Al-Ikhlas III, 

Darussalam) 

Mojosari ( Kamboja )  

10. 23 November 2015 Tawang Rejo ( Tunas Baru ) 

Sukosari (Aster ) 

Sidorahayu ( Kenanga )  

Mojosari ( Kamboja, Mawar) 

11.  16 Desember 2015 Tawang Rejo ( Dahlia ) 

Tanjung Raya ( Melati, Mawar, Kamboja, Minarti) 

Karang Kemiri ( Praja Mukti Indah II) 

            Sumber : Laporan UPK Belitang 

Pada tahun 2015, ada 61 kelompok SPP yang mengajukan pinjaman dengan jumlah 

anggota dan jumlah nominal yang berbeda-beda setiap kelompok tergantung dengan 

kebutuhan masing-masing anggota. Dana ini digunakan untuk kepentingan berbagai macam 

usaha, misalnya ada yang menggunakan untuk usaha kerupuk singkong, usaha keripik 

pisang, modal jual ikan keliling, penambahan modal tata rias pengantin/salon, pembuatan 

rempeyek kacang, jamu, gorengan, catering, tahu, tempe, dan masih banyak lagi. 
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Ada beberapa penerima manfaat yang tidak ingin disebutkan nama dan kelompoknya 

mengakui menggunakan dana tersebut untuk membeli barang-barang seperti membeli 

lemari, kursi tamu, ataupun barang-barang elektronik yang lain sebelum untuk kepentingan 

usaha. Ini bertentangan dengan yang tercantum dalam bagian B di Standar Operasional dan 

Prosedur UPK dalam aturan umum Standar Pengelolaan Perguliran poin 1 yang menyatakan 

bahwa pinjaman perguliran berstatus sebagai usaha pengembangan ekonomi masyarakat 

melalui penyediaan jasa keuangan untuk kegiatan SPP. Sejalan dengan Petunjuk Teknis 

Operasional PNPM Mandiri penjelasan X  Pengelolaan dana bergulir yang menyatakan 

“Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM MPd yang mempunyai tujuan mendukung 

percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan dana bergulir menjadi salah satu 

kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan usaha”. 

Kenyataannya masih ada saja penerima manfaat yang lebih memanfaatkan dana pinjaman 

untuk membeli perabotan rumah tangga dibandingkan untuk melakukan usaha ataupun hal 

yang bermanfaat dahulu. Haruslah kelompok-kelompok SPP itu menggunakan dana untuk 

usaha terlebih dahulu, barulah setiap keuntungan yang didapat dari usahanya digunakan 

untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.  

Dampak dari peruntukan dana yang tidak sesuai akan terlihat pada tingkat 

pengembalian yang selalu mundur dan tidak tepat waktu. Seperti yang terlihat dalam laporan 

kolekbilitas pinjaman periode Desember 2015, sejumlah dana sebesar                                           

Rp 1.465.442.000(Terbilang satu milyar empaat ratus enam puluh lima juta empat ratus 

empat puluh dua ribu rupiah) masih tertahan di masyarakat baik itu yang tergolong 

kolekbilitas satu sampai kolekbilitas lima. Konsekuensi jika terdapat tunggakan adalah 

namanya akan masuk dalam daftar blacklist, atau bahkan desanya tidak diperbolehkan lagi 

untuk mengikuti kegiatan SPP. Saat ini, ada satu desa yaitu Gumawang, tidak bisa 

berpartisipasi dalam program ini karena masih ada dana Rp 61.150.000 (Terbilang enam 
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ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tertahan dikelompok. Tahun 2010 

menjadi tahun terakhir untuk desa Gumawang melakukan pinjaman. Daftar kolekbilitas 

pinjaman pada UPK di kecamatan Belitang adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Kolekbilitas Pinjaman 

N

O  
DESA 

SISA PINJAMAN 

YANG 

ANGSURANNY

A LANCAR 

SISA PINJAMAN 

YANG 

ANGSURANNYA 

MENUNGGAK 1 

S/D 2 KALI 

SISA PINJAMAN 

YANG 

ANGSURANNY

A MENUNGGAK 

3 S/D 4 KALI 

SISA PINJAMAN 

YANG 

ANGSURANNY

A MENUNGGAK 

5 S/D 6 KALI 

SISA PINJAMAN 

YANG 

ANGSURANNY

A MENUNGGAK 

LEBIH DARI 6 

KALI 

KOLEKTIBILI

TAS I 

KOLEKTIBILIT

AS II 

KOLEKTIBILI

TAS III 

KOLEKTIBILI

TAS IV 

KOLEKTIBILI

TAS V 

1 Sidogede  16.800.000 2.400.000 0 0 2.655.000 

2 Harjo Winangun  92.000.000 27.815.000 0 0 3.905.000 

3 Gumawang  0 0 0 0 61.250.000 

4 Triyoso  50.700.000 0 0 0 0 

5 Tawang Rejo 72.000.000 0 0 0 0 

6 Banjarejo 0 0 0 0 0 

7 Margokoyo  0 0 0 0 0 

8 Sidomulyo  0 0 0 0 0 

9 Tegal Rejo  21.900.000 0 0 0 0 

10 Sidomakmur  0 0 0 0 22.670.000 

11 Sumbersuko Jaya 105.200.000 0 0 865.000 9.857.000 

12 Sumber Suko  46.700.000 61.405.000 0 0 27.850.000 

13 Sidorahayu  31.500.000 0 0 0 38.665.000 

14 Rejosari  0 0 0 0 0 

15 Bedilan 0 0 0 0 13.970.000 

16 Sumber Agung 0 0 0 0 0 

17 Gedung Rejo 11.300.000 27.480.000 0 0 21.620.000 

18 Pujorahayu 23.000.000 7.395.000 0 0 28.270.000 

19 Sidodadi 211.700.000 6.140.000 0 0 0 

20 Tanjung Raya 109.000.000 0 0 0 0 

21 Sukajadi 0 0 0 0 200.000 

22 Karang Kemiri 28.800.000 0 10.675.000 0 0 

23 Sukosari 80.300.000 0 0 0 0 

24 Gunung Mas 11.900.000 16.800.000 0 0 3.355.000 

25 Sukarami 0 0 0 0 0 

26 Mojosari 157.400.000 0 0 0 0 

  TOTAL  1.070.200.000 149.435.000 10.675.000 865.000 234.267.000 

  Sumber : Laporan UPK Belitang 

Dari total 26 desa penerima manfaat SPP, ada 12 desa yang sudah macet melakukan 

pembayaran angsuran lebih dari 6 kali pembayaran. Jika tabel 5 disederhanakan, maka akan 

terbentuklah tabel 6 seperti dibawah ini : 
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                Tabel 6. Kolekbilitas Pinjaman 

Tingkat Kolektibilitas  Jumlah Pinjaman                     

Kolektibilitas I 1.070.200.000 

Kolektibilitas II 149.435.000 

Kolektibilitas III 10.675.000 

Kolektibilitas IV 865.000 

Kolektibilitas V 234.267.000 

 Total 1.465.442.000 

                 Sumber : Laporan UPK Belitang 

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa jumlah dana yang cukup besar masih 

tertahan dimasyarakat. Ini menjadi salah satu faktor penghambat program bisa dibilang 

hampir tidak pernah mengalami surplus anggaran. Kategori kolekbilitas I diperuntukkan 

untuk setoran bulan berjalan, kolekbilititas II diperuntukkan untuk yang menunggak satu 

sampai dua bulan, kolekbilitas III diperuntukkan untuk yang menunggak tiga sampai empat 

bulan, kolekbilitas IV diperuntukkan untuk yang menunggak lima sampai enam bulan, dan 

kolekbilitas V diperuntukkan untuk yang menunggak lebih dari enam bulan. Kolekbilitas I 

lebih mencakup kepada kelompok yang angsurannya sedang berjalan. Dana yang macet 

pembayarannya sampai lebih dari 6 bulan berjumlah Rp 234.267.000 (terbilang dua ratus 

tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah ) berada dalam 12 desa yaitu 

desa Sidogede, Harjo Winangun, Gumawang, Sidomakmur, Sumber Suko Jaya, Sumber 

Suko, Sidorahayu, Bedilan, Gedung Rejo, Pujorahayu, Sukajadi dan Gunung Mas. 

Kolekbilitas terjadi karena anggota kelompok tidak membayar angsuran tiap bulan yang 

dikumpulkan kepada ketua yang akan disetorkan langsung ke UPK. Identifikasi kelompok 

yang termasuk dalam kolekbilitas V dapat dilihat melalui tabel dibawah ini : 

Tabel 7. Identifikasi Kolekbilitas Kelompok 

No. Nama Kelompok Desa 
Jumlah 

Tunggakan 
Keterangan 

1 Bunga Seroja Gumawang 5.700.000  Tunggakan ada di ibu Rina Sari, SE 
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2 Manggis Gumawang    12.190.000  Tunggakan ada di ibu Anisa 

3 D.W.Nurhidayah Gumawang  4.400.000  Tunggakan ada di ibu Zubaidah 

4 Nusa Indah Gumawang 3.885.000  
Tunggakan ada di ibu Diana 

Sulistianingsih 

5 Nusa Indah II Gumawang      7.550.000  
Tunggakan ada di ibu Evi Meiliana 

dan Ibu Idayati 

6 D.W.Manggar Gumawang 7.575.000  
Tunggakan ada di ibu Istiqomah dan 

Ibu Khotimah 

7 Cempaka Gumawang 1.200.000  Tunggakan ada di ibu Eriyani 

8 
D.W.Nurhidayah 

II 
Gumawang    10.700.000  

Tunggakan ada di ibu Waifah 

9 Delima Gumawang      6.725.000  Tunggakan ada di ibu Yulierti 

10 Tanjung Gumawang      4.370.000  
Tunggakan ada di ibu Sutiyem, Ibu 

Lena dan Ibu Hilaliyah 

11 Teratai Indah Gumawang 7.420.000  
Tunggakan ada di ibu Hamidah & Ibu 

Cicilia 

12 Kenanga Sido Makmur      6.700.000  Tunggakan ada di Ibu Tukinah 

13 Mawar Putih Sido Makmur    15.970.000  Tunggakan ada di anggota kelompok 

14 Mawar Sidorahayu      6.000.000  Tunggakan ada di ibu Paini 

15 Pambayun Sidorahayu    10.195.000  
Tunggakan ada di ibu Titi handayani, 

ibu Suhartini dan ibu Rubiatun  

16 Anggrek Sidorahayu          910.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

17 Melati Sidorahayu      7.255.000  
Tunggakan ada di ibu Aan Andriyani, 

ibu suyatmi dan ibu sainah 

18 Matahari Sidorahayu      3.350.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

19 Tunas Mandiri Sidorahayu      7.615.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

20 Puspa Mandiri Sidorahayu      3.340.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

21 Mawar Gedung Rejo      8.900.000  

Anggota Kelompok Sudah Menyetor 

ke ibu Bonita, ybs tidak menyetorkan 

ke UPK 

22 Kediri Jaya Gedung Rejo      5.830.000  Tunggakan ada di anggota kelompok 

23 Jamu Gedung Rejo      3.890.000  Tunggakan ada di anggota kelompok 

24 Sejahtera Gedung Rejo      3.450.000  Tunggakan ada di anggota kelompok 

25 PKK Indah Sidogede      2.655.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

26 
Karya Bunda 

Mawar II 
Bedilan      3.600.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

27 
Karya Bunda 

Anggrek 
Bedilan      8.335.000  Tunggakan ada di anggota kelompok 

28 Al-Barokah Bedilan      1.035.000  Tunggakan ada di anggota kelompok 

29 Karya Bunda III Bedilan      1.000.000  Tunggakan ada di anggota kelompok 

30 Gamis Pujo rahayu      5.870.000  Tunggakan ada di anggota kelompok 

31 Anggun Pujo rahayu    23.060.000  Tunggakan ada di anggota kelompok 

32 Cendana Sumbersuko Jaya      1.970.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

33 Jamur Sumbersuko Jaya      7.887.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

34 Lidah Buaya Sumber Suko    11.475.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

35 Kecubung Sumber Suko    16.375.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

36 Banjar Negara I Harjowinangun      3.185.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

37 Mekar Sari Harjowinangun          720.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

38 Mawar Indah Sukajadi          200.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

39 Pinang  Gunung Mas      3.355.000  Tunggakan ada dianggota kelompok 

Sumber : Laporan Identifikasi Kolekbilitas Kelompok SPP UPK Belitang 

 Ada 39 kelompok yang masuk dalam kategori kolekbilitas V. Jika kelompok dalam 

kategori kolekbilitas II-V digabungkan, maka jumlah total kelompok yang menunggak ada 
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53 kelompok. Untuk mendapatkan titik terang dari dana yang menunggak dengan cara tim 

dari pinjaman bermasalah mendatangi langsung ke desa dimana angsuran itu menunggak. 

Menemui ketua kelompok dan kemudian menanyakan langsung permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh anggota kelompok tersebut. Namun ada juga kelompok SPP di beberapa desa 

yang tidak pernah telat ataupun menunggak dalam pembayaran angsuran dari pertama 

mengikuti program sampai sekarang, desa-desa itu adalah desa Triyoso, Tawang Rejo, 

Banjar Rejo, Margokoyo, Tegal Rejo, Tanjung Raya, Sukajadi, Sukosari, Sukarami, dan 

Mojosari.  

Pengeluaran anggaran dana SPP bisa disebut dengan investasi publik yang dilakukan 

pemerintah guna melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat. Indonesia saat ini sedang 

memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak 

termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melaksanaan reformasi 

disegala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik adalah 

dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan mencoba 

mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih atau dikenal dengan good governance. Dengan 

demikian pemerintah sebagai pelaku utama good governance dituntut untuk memberikan 

pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akurat. Menurut Triyono (2007) dalam 

Evayanti (2009), prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi (1) akuntabilitas, (2) 

keterbukaan dan transparansi, (3) ketaatan pada hukum, dan (4) partisipasi masyarakat              

( Halim dan Kusufi, 2012:108).  

Dalam penelitian ini akan melihat prinsip pemerintahan yang baik dari sisi 

akuntabilitas. Akuntabilitas (accountability) (dalam Kumorotomo, 2013:3) adalah ukuran 

yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan masyarakat dilakukan 

oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan 

apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang 
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sesungguhnya. Akuntabilitas publik yang harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik 

terdiri atas beberapa dimensi. Ellwod, 1993 (dalam Mardiasmo, 2009 : 21 ) menjelaskan 

terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, 

yaitu : Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability or brobity and 

legality), Akuntabilitas proses (process accountability), Akuntabilitas program (program 

accountability) dan Akuntabilitas kebijakan (policy accountability).  

Penyebarluasan informasi pengelolaan dana bergulir program SPP merupakan 

kewajiban bagi pelaksana program, supaya di dalam pelaksanaan program tersebut 

masyarakat mengetahui dana SPP benar-benar telah digunakan atau tidak. Dalam hal ini, 

BKAD berperan sebagai pengelola program dan sebagai organisasi sektor publik dituntut 

memenuhi dimensi akuntabilitas yang disebutkan oleh Ellwod untuk melaksanakan good 

governance. Akuntabilitas BKAD dilihat dari pengelolaan dana bergulir dan pelaksanaan 

program harus transparan dan mengikutsertakan masyarakat. Pelaporan yang akuntabel 

berarti dalam menyampaikan laporan baik vertikal ketingkat kecamatan maupun horizontal 

ke tingkat masyarakat haruslah transparan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

penggunaan SPP. Pemberian laporan pertanggungjawaban ke masyarakat luas bertujuan 

agar masyarakat mengetahui perputaran dana dengan banyaknya dana yang masih tergolong 

dalam kolekbilitas sehingga sadar dengan penggunaan dana SPP yang diberikan harus 

digunakan sebagaimana mestinya. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan sistem 

pemerintahan yang baik, yang biasa disebut dengan Good Governance.  

B.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Simpan Pinjam oleh 

Perempuan(SPP) di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan?” 
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C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Simpan Pinjam oleh Perempuan(SPP) di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur 

Sumatera Selatan.  

2. Manfaat Penelitian 

 Penelitian berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Oleh 

Perempuan(SPP) Di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan 

mempunyai manfaat yaitu: 

1) Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan untuk penulis  dan pembaca tentang akuntabilitas, 

serta dapat memberikan kontribusi dalam bidang administrasi negara khususnya 

pada kajian administrasi keuangan publik.  

2)  Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan 

untuk pemerintah khususnya pemerintah Belitang dalam 

mempertanggungjawabkan dan mengelola dana yang akan di salurkan ke 

masyarakat desa.
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